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ABSTRAK

Skirpsi ini berjudul : Peran Oditur Militer Sebagai Penuntut Umum
Dalam Menyelesaikan Perkara Desersi Yang Dilakukan Prajurit TNI Di
Oditurat 1-05 Palembang yang membahas tentang : Desersi merupakan
pelanggaran yang terjadi dlingkungan militer yang merugikan instansi sehingga
memerlukan penanganan khusus oleh aparat hukum militer. Peran Oditur militer
untuk memastikan berkas perkara lengkap dengan syarat formil dan materil dan
proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian
ini menggur;akan metode penelitian normatif dengan pendekatan wawancara dan
studi dokumentasi perkara desersi yang ditangani oleh Oditur Militer. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa oditur militer memiliki kewenangan yang luas
dalam menangani perkara desersi, mulai dari penyidikan hingga penuntutan.
Penelitian ini juga menemukan bahwa oditur militer menghadapi tantangan dalam
menangani perkara desersi, seperti kendala dalam mengumpulkan bukti dan
mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukum, seperti
kondisi psikologis prajurit TNI yang bersangkutan.

Kata Kunci : Desersi, Peran Oditur Militer, Prajurit TNI
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah pembentukan Tentara Nasional Indonesia merupakan hasil
perjuangan bangsa Indonesia dengan membela proklamasi kemerdekaan Indonesia
yang dilakukan untuk melawan ancaman dari belanda berusaha agar bisa menguasai
dan menjajah kembali Indonesia dengan cara menggunakan kekerasan senjata.
Untuk pertama kalinya TNI merupakan organisasi yang dikenal dengan nama
Badan Keamanan Rakyat. Sehingga pada 5 Oktober 1945, berubah menjadi Tentara

Keamanan. Lalu kemudiaan diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia.

Selama waktu perjuangan pada saat menjaga kemerdekaan Indonesia, banyak
sekali masyarakat Indonesia mendirikan organisasi perjuangan rakyat. Sementara
itu, pemerintah Indonesia mengupayakan untuk melakukan penyempurnaan agar
Tentara Indonesia tetap berlangsung, pada tanggal 8 juni 1947 Presiden Soekarno
meresmiskan pendirian Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan menyatukan
Kedua angkatan bersenjata tersebut adalah tentara reguler dan badan perjuangan
rakyat. Di saat tentara sambil berjuang dalam mempertahakan kedaulatan dan
kemerdekaan bangsa. Pembentukan TKR merupakan tahap awal untuk memperkuat

struktur pertahanan negara pasca-proklamsi®

! Darwin Hutahaean, Penyelesaian Tindak Pidana desersi Yang Dilakukan Prajurit TNI,
Universitas Medan, 2020



Kata Tentara atau militer berasal dari kata yunani yang disebut dengan milies
artinya seseorang yang bersenjata untuk disiapkan mengikuti pertempuran atau
perperangan dalam melindungi dan menjaga keamanan. Militer merupakan seorang
yang terdidik dan terlatih karena militer dipersiapkan untuk melakukan
pertempuran atau perperangan dalam menghadapi dan menanggulangi ancamanan

yang akan datang dari luar maupun dalam negeri.?

Bersenjata dan siap menghadapi ancaman, Tentara Nasional Indonesia adalah
kekuatan pertahanan yang dipimpin warga. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004 tentang TNI menekankan ciri-ciri Tentara Nasional Indonesia sebagai

berikut: 3

a. Tentara Rakyat, tentara yang terdiri dari warga negara Indonesia;

b. Tentara Pejuang, tentara yang berjuang untuk menegakkan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan tidak pernah menyerah dalam
melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;

c. Tentara Nasional, Tentara Nasional Indonesia yang melayani kepentingan
negara di atas perpecahan wilayah, suku, ras, dan agama,;

d. Tentara Profesional, prajurit yang berpendidikan tinggi, terlatih, dan dijamin
dengan baik, tidak praktis, tidak terlibat dalam bisnis, dan menganut
kebijakan politik bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, supremasi

sipil, dan hak asasi manusia.

2 Elmarianti Saalino, Hukum Militer Di Indonesia, (Jawa Timur : 2019), Hlm 1
3 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004



Suatu negara sudah pasti memiliki kekuatan militer untuk ditugaskan
menjaga keamanan negara dan mempertahankan kesatuan negara. Demikian
Negara Indonesia juga memiliki kekuasan militer yang disebut dengan Tentara
Negara Indonesia seiring waktu berjalan zaman semakin berkembang sehingga
kondisi lingkungan ikut berubah dan semakin maju sampai terjadinya reformasi
nasional di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.*

Tentara Nasional Indonesia adalah sistem lembaga negara untuk menjaga dan
melindungi kedaulatan negara dan menjadi contoh yang baik dalam masyarakat
karena prajurit sejati selalu disiplin dan integritas tanpa melakukan penyelewengan
pada saat bekerja menjalankan tugasnya sebagai prajurit operasi militer untuk
perang dan operasi militer untuk memelihara perdamaian regional dan
internasional.® Prajurit TNI diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dibatasi dan diikat dengan

peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Tentara Nasional Indonesia dibagi menjadi tiga bagian:®

a. Angkatan Darat;
b. Angkatan Laut, dan;

c. Angkatan Udara.

* Dennis Raja Imanuel, Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dilingkungan Militer, Jurnal
Lex Crimen, Vol.V, No.3, 2016

® Surya Alwan Dani, Peran Oditur Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Militer Yang
Dilakukan Oleh Prajurit TNI, 2020

6 Sapto Handoyo, dkk, Penerapan Sanksi Tindak Pidana Desersi, Jurnal Palar (Pakuan Law
Review), Vol.9, No.4, 2023



Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia harus tunduk dan mematuhi
ketentuan hukum yang berlaku bagi TNI taat terhadap nilai pancasila, sapta marga,
sumpah prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI semua anggota militer diharuskan
tunduk dan patuh terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku bagi prajurit
TNI dan Peraturan hukum militer di terapkan kepada seluruh prajurit TNI. Setiap
tindakan tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI sudah ditentukan dalam asas
legalitas setiap perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam
undang-undang dan diancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi prajurit TNI
yang melanggar larangan akan dimintai pertanggung jawaban dengan apa yang
sudah dilakukan. Dalam undang-undang pidana militer tindak pidana militer terbagi

menjadi 2 (dua) yaitu :’

1. Tindak Pidana Murni
adalah Tindakan terlarang yang dilakukan oleh seorang militer dalam
keadaan perang dengan sengaja menyerah tanpa mempertahankan apa yang
sudah dituntut dan menjadi keharusnya baginya, desersi dan meninggalkan
pos penjagaan;

2. Tindak Pidana Campuran
adalah tindakan yang sudah diatur dalam undang-undang lain dan diatur
kembali dalam peraturan KUHPM jika seorang prajurit melakukan tindak
pidana campuran maka akan dikekanakan sanksi pidana yang lebih berat

karena seorang militer memiliki peraturan tersendiri.

" Budi Pramono, Peradilan Militer Indonesia, (Surabaya : Media Pustaka, 2020), Hlm 15



Kejahatan desersi merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering dilakukan
prajurit TNI. Yang merupakan perbuatan meninggalkan dinas dengan sengaja
melakukan ketidak hadiran tanpa izin dan tanpa niat untuk kembali lagi ke tempat
dinas.® Tindak pidana desersi ini diatur dalam pasal 87 ayat (1) KUHPM artinya
jika seorang prajurit TNI telah melakukan tindak pidana desersi maka prajurit TNI

tersebut bisa dikenakan pidana.®

Pada pasal 8 dalam BAB V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Disiplin Militer mencantumkan beberapa kategori hukuman disiplin militer

antara:10

a. Setiap tindakan yang melawan segala perintah resmi, peraturan resmi,
atau perintah militer;
b. Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat

dihukum tanpa konsekuensi berat.

Hukum disiplin militer adalah hukuman yang akan dijatuhkan oleh atasanya
yang berhak menghukum tehadap bawahanya yang sudah melakukan pelanggran
hukum disiplin militer karena setiap anggota militer harus patuh terhadap ketentuan
yang berlaku bagi militer. Sebab disiplin prajurit adalah salah satu syarat yang
mutlak dan harus menyatu dalam diri prajurit dan harus bisa dipraktekan dalam tiap

tindakan yang nyata. Tindakan desersi mencakup lebih dari sekadar meninggalkan

8 Lanovia Faliani, Penegakan Hukum Disiplin Terhadap Tindak Pidana Desersi, Jurnal
Ilmiah Mahasiswa, Vol.3, No.1, 2021

® Eko Cahyono, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Desersi, Jurnal Ilmiah Hukum,
Vol.2, No.2, 2024

0 1bid, h.32



dinas tanpa izin dalam tiga puluh hari yang ditentukan; Ini juga mengacu pada
mentalitas dan kesediaan pelaku untuk melepaskan tanggung jawab resminya, tanpa
ada niat lagi untuk tetap berada dalam dinas militer oleh karena itu sebagai penegak

hukum dilingkungan prajurit TNI harus bisa paham dengan permasalahan ini.

Proses pemidanaan tindak pidana membutuhkan konsep yang jelas, terarah
dan terukur agar dalam melakukan proses pemidanaan tidak salah dan tidak
bertentangan dengan undang-undang serta tidak melanggar hak asas manusia
sehingga harus memperhatikan unsur-unsur dalam pemidanaan. Karena menurut

Leo Polak dalam melakukan pemidanaan itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:**

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) dan
kesengsaraan (distrees) yang bisa menjadi sasaran dalam melakukan
tindakan pemidanaaan, dalam unsur pertama ini merupakan suatu kerugian
atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang sudah menjadi korban dari
akibat subjek lain dan sudah melawan hukum secara sah;

2. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara
hukum sebab pemidanaan merupakan suatu keputusan bagi pelaku personal
suatu lembaga yang berkuasa dan bukan tindakan balas dendam;

3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya
kepada subjek yang sudah terbukti dengan secara sengaja melanggar hukum

atau peraturan yang berlaku dimasyarakat.

1 1bid, h.5



Hukum pidana khusus adalah hukum yang mengatur terkait dengan
pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh individu tertentu, yaitu Hukum Pidana
Militer ini sengaja diberlakukan bagi prajurit TNI yang akan diadili dan dipidana di
peradilan khusus yaitu peradilan militer. Peradilan militer merupakan badan untuk
melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam angkatan bersenjata diindonesia untuk
menegakan hukum dan keadilan yang berada dibawah kekuasaan mahkamah agung
tempat untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit
TNI yang dikhususkan untuk melakukan tugas negara dalam penyelengara
pertahanan negara yang tunduk dan diberlakukan oleh hukum militer dan prajurit
TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan proses dalam menyelesaikan perkara

tindak pidana di lingkungan bersenjata.'?

Proses menyelesaikan kasus tindak pidana dilingkungan militer berbeda
dengan tindak pidana umum, seperti tindak pidana desersi perbedaannya ada pada
subyek dimana tersangka tidak perlu hadir untuk memproses perbuatan pidana
desersi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur
peradilan militer. Sehingga dibutuhkan peraturan supaya bisa mencapai
keterpaduan dan pejabat yang berwewenang ketika bertindak dilakukan dengan
secara cepat, tepat dan masih dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam
pengadilan militer untuk menyelesaikan. Perkara pidana yang terjadi dalam

lingkungan Prajurit TNI ada beberapa tahapakan yaitu :*3

12 Syawaludidinsyah, dkk, Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia, Jurnal
Hukum Doctrinal, Vol.6, No.2, 2021
13 Ibid.



1. Polisi Militer dan Jaksa Penuntut Umum (Oditur Militer), yang merupakan
otoritas yang lebih tinggi dengan memiliki kekuasaan untuk menghukum,
melakukan penyidikan.;

2. Tingkat Penyerahan Perkara;

3. Tingkat Pelaksanaan Putusan.

Proses penyidikan kasus tindak pidana desersi dilakukan secara in Absensia
yang diawali dengan surat perintah penyerah pengusut dari atasan satuanya Ankum
terhadap penyidik polisis militer, selesai penyelidikan dan penyidikan dilakukan
maka berkas perkara akan diserahkan kepada oditur militer, selanjutnya Oditur
Militer mengajukan permohonan keputusan penyerah perkara kepada perwira yang

berwenang menyerahkan perkara yang paling rendah berpangkat Danrem.

Penanggungjawab dalam melaksankan penuntutan adalah jaksa agung selaku
penuntut umum tertingi di negara kesatuan repulik indonesia dengan secara
independen demi keadilan dan berdasakan hukum dan hati nurani.'* Oditur Militer
dalam pasal 1 ayat (7) yang bisa melakukan kekuasaan pemerintahan negara di
dalam bidang penuntutan dan penyidikan itu terdiri dari Oditur Militer,Oditur

Militer Tinggi, Oditur Jendral Angkatan Bersenjata RI, Oditur Republik Indonesia.

Oditurat Militer [-05 Palembang adalah badan pelaksana kekuasaan
pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan untuk menangani kasus
tindak pidana militer yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dengan berdasarkan

pelimpahan dari panglima dengan memperhatikan kepentingan dalam

14 Mia Banulita, Asas penuntutan tunggal, (Depok : Guepedia, 2023), Hlm 18



penyelenggaran pertahanan keamanan negara.’®Selain bertugas dalam proses
penuntutan Oditur Militer juga melaksankan penetapan hakim serta mengeksekusi
putusan dipengadilan militer yang sudah berkekuatan hukum tetap, selain itu Oditur
bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan putusan bersyarat dan melakukan
pemeriksaan tambahan untuk memenuhi berkas perkara dari penyidik polisi

militer.

Oditur wajib memberikan pendapat dan saran agar perkara bisa diselesaikan
melalui peradilan militer untuk itu perwira penyerah perkara akan menerbitkan
keputusan penyerahan perkara sebagai syarat formal agar oditur bisa membuat surat
dakwaan dan oditur memiliki tugas serta wewenang dalam melakukan penuntutan
terhadap terdakwa dengan memperhatikan norma keagaman, kemanusiaan dan
kesopanan serta harus mengetahui prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang

berkembang dimasyarakat.'

Untuk kasus tindak pidana desersi yang terjadi dan sudah ditangani oleh
Oditurat Militer [-05 Palembang pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dalam
perkara tindak pidana desersi ini kebanyakan proses penyelesaianya perkara tindak

itu dengan cara in absensia yang mana diproses tanpa hadirnya seorang terdakwa.

15 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang peradilan Militer
16 Arief Fahmi Lubis, Oditur Militer Dalam Melakukan Penuntutan, Jurnal Dakwah dan
Sosial Humaniora, Vol.1, No.2, 2020
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Berikut data perkara pidana militer desersi yang ada di Oditurat I-05 Palembang

Grafik Perkara Pidana Militer Desersi
Oditurat Militer 1-05 Palembang

60 Tahun 2022 s.d Tahun 2024

40

. -
0

2022 2023 2024

3 (tiga) contoh Kasus Desersi yang telah terjadi dan sudah putus

1.

M. Riyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana desersi, dikenakan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan
dipecat dari dinas militer TNI AD. Dikenakan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat
(2) KUHPM, jo pasal 190 ayat (1) jo pasal 143 UU RI No.31 tahun 1997
jo Pasal 26 KUHPM, biaya perkara sejumlah 5.000.00 (lima ribu rupiah);
M.Syamiansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana desersi, pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua
puluh) hari, dikenakan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal
190 ayat (1), (3) dan (4) UU No.31 tahun 1997, biaya perkara dibebakan
kepada terdakwa sejumlah 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

Nanda Setiawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana desersi, pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua
puluh) hari, dikenakan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal
190 ayat (1), (3) dan (4) UU No.31 tahun 1997, biaya perkara dibebakan

kepada terdakwa sejumlah 7,500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
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e State Of The Art (Penelitian Sebelumnya)
Sebelumnya telah ada penelitian membahas terkait tentang desersi antarany:

1) Penyelesaian Secara In Absentia tindak pidana desersi yang dilakukan
Prajurit TNI di pengadilan militer I-02 Medan;

2) Tindak pidana desersi yang dilakukan anggota tentara nasional
indonesia dan upaya penanggulanganya (Studi Kasus Pengadilan
Militer I1I-16 Makasar Tahun 2011-2013);

3) Peran oditur militer dalam menyelesaikan tindak pidana yang
dilakukan prajurit TNI;

4) Tindak pidana desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh

prajurit TNI di wilayah pengadilan militer I-04 palembang.

Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus yang ada serta penelitian yang
pernah dilakukan sebelumnya masih terdapat suatu perbedaan pada sanksinya,
sehingga dilihat berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana Militer, seharusnya
seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi di hukum dengan
pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan, dari hal ini menimbulkan suatu perbedaan
terhadap penerapan sanksi karena dalam proses pemidanaan tindak pidana harus
jelas dan tindak bertentangan dengan undang-undang, maka penulis tertarik untuk
meneliti lebih lanjut berkaitan dengan masalah tersebut dalam skripsi dengan judul
: PERAN ODITUR MILITER SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA DESERSI YANG DI LAKUKAN

PRAJURIT TNI DI ODITURAT I-05S PALEMBANG
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B. RUMUSAN MASALAH

1.

Bagaimana peran oditur sebagai penuntut umum dalam menyelesaikan
perkara desersi yang di lakukan oleh prajurit TNI ?

Apa hambatan yang dihadapi oditur militer dalam melaksanakan perannya
untuk menyelesaikan perkara desersi yang di lakukan oleh prajurit TNI di

oditurat [-05 Palembang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1.

Untuk mengetahui hambatan yang sering dihadapi oleh oditur militer dalam
melaksanakan peranya sebagai penuntut umum dalam perkara desersi
Untuk mengetahui peran oditur sebagai penuntut umum dalam

menyelesaikan perkara desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka yang diharapakan

pada penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1.

Secara teoritis diharapakn agar bisa menambah wawasan lebih dalam
kepada penulis serta mengembangkan ilmu untuk pengetahuan hukum
pidana militer terhadap peran oditur sebagai penuntut umum dalam perkara
desersi yang dilakukan prajurit TNI

Secara praktis agar nanti hasil dari penelitian yang akan saya teliti bisa
menjadi bahan bacanan untuk kemudian hari jika suatu hari nanti ada yang
meneliti topik yang hampir sama dengan yang saya teliti yaitu tentang

tindak pidana militer
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E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam ruang lingkup topik yang dibahas, penelitian ini dibatasi agar penulis
tidak keluar dari pembahasan yaitu tentang peran oditur sebagai penuntut umum
dalam menangani perkara desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI serta hambatan

yang dihadapi oditur militer dalam prosesnya.

F. KERANGKA TEORI
1. Teori Keadilan

Keadilan adalah tujuan dari hukum, karena keadilan merupakan nilai-nilai
dasar dari hukum. Menurut Gustav Radbruch keadilan itu sudah cukup bisa kita
lihat dari kasus-kasus yang sama dan diperlakukan dengan cara yang sama. Gustav
Radbruch juga mencetuskan bahwa tujuan dari hukum itu adalah untuk
mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan memiliki makna

sebagai berikut:!’

a. Keadilan sebagai sifat atau kualitas pribadi;
Untuk mencapai keadilan objektif sebagai keadilan primer, seseorang
harus memiliki posisi, sikap, sudut pandang, dan keyakinan yang dikenal
sebagai keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder.;

b. Hukum positif dan cita hukum (reshtsidee) adalah sumber keadilan;

c. Gustav mengikuti perspektif Aristoteles tentang keadilan sebagai

kesamaan..

1" Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011,
hal.246
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Keadilan menurut Aristoteles adalah kesetaraan proporsional yang mana
keadilan itu sudah tercapai ketika individu di beri apa yang sesuai dengan hak,
prestasi dan kontribusinya.!® Aristoteles membagi Keadilan menjadi dua

antaranya:*®

a. Keadilan Distributif adalah keadilan yang berfokus pada distribusi
kekayaan dan barang yang diperoleh masyarakat;

b. Keadilan Korektif adalah keadilan yang berfokus dalam memberikan
kompensasi bagi pihak yang telah dirugikan atau memberikan hukuman

yang pantas bagi pelaku kejahatan.

2. Teori Peran

Peranan adalah patokan yang membatasi perilaku seseorang yang semestinya
dilakukan oleh seseorang dalam menduduki suatu posisi atau kedudukan seseorang
untuk melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukanya dalam

melaksanakan tugas.?®

Teori peran adalah teori campuran yang menurut Soejono Soekanto
digunakanuntuk menganailisa suatu permasalahan dengan berlandaskan beberapa

prinsip dasar, di antaranya:?

a. Peran Normatif
Peran normatif mengacu pada aspek dinamis dari suatu kedudukan. jika
seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukanya

dan dia sudah mejalankan suatu peranan jika kita lihat bahwa perananan

18 Dino Rizka Afdhali, dkk, Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,
Jurnal Collegium Studiosum, Vol.6 No.2, 2023

19 Maksum Rangkuti, Keadilan Dalam Hukum, (Fakultas Hukum UMSU : 2023)

20 Linda K.Goerge,dkk, Penuaan dan ilmu sosial, 2016

21 Ibid
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itu sudah ditetapkan sebelumnya yaitu peranan normatif yang artinya
penegakan hukum yang utuh;

b. Peran Idieal
Peran idieal suatu tanggungjawab untuk dijalankan oleh individu atau
kelompok yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan
didasarkan pada nilai-nilai ideal dan sesuai dengan kedudukanya;

c. Peran Faktual
Peran faktual mengacu pada pelaksanaan tugas individu atau lembaga
dengan berdasarkan kondisi nyata secara konkrit dilapangan, dijalankan

sesuai pada situasi dikehidupan sosial yang terjadi pada kehidupan nyata.

Peranan adalah suatu aspek dinamis kedudukan (status). Kedudukan dan
peran itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan karena saling bergantung
dengan satu yang lain tidak ada peran maka tidak ada yang namanya kedudukan

begitupun sebaliknya.??

3. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan hukum atau hak untuk pejabat publik dalam
mematuhi peraturan hukum untuk melaksankan kewajiban publik. Menurut
Philipus M.Hadjon wewenang itu merupakan konsep hukum publik yang memiliki

tiga komponen yaitu:?3

1. Komponen pengaruh artinya dalam penggunakan wewenang untuk
mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Kompenen dasar hukum artinya wewenang itu harus berdasarkan dengan

dasar hukum;

22 Amruddin, dkk, Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Dalam Pendidikan, (Batam :
Cedikia Mulia Mandiri, 2023)
2 Tbid
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3. Kompenen konformitas hukum yang artinya standar wewenang
merupakan standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus

(untuk jenis wewenang tertentu).

Pilar negara hukum adalah asas legalitas atas dasar prinsip bahwa wewenang
pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip
bahwa dalam menggunakan kewenangan pemerintah harus disertai
pertanggungjawaban karena perbuatan pemerintahan disyaratakan harus bertumpu

pada kewenangan yang sah. Ada tiga katagori kewenangan yaitu :2*

a. Kewenangan Atributif
Kewenangan atributif berasal dari pembagian kekuasaan oleh peraturan
perundang-undangan. Dalam pelaksanakan kewenangan atributif
dilakukan dengan sendiri oleh pejabat atau badan yang tetera dalam
peraturan dasarnya, kewenangan atributif adalah tanggungjawab dan
tanggung gugat;

b. Kewenangan Delegatif
Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ
pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-
undangan. Kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat
beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat adalah kewenangan yang berasal dari proses atau

24 Perpustakaan.uns.ac.id
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prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada
pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam

hubungan rutin atasan dan bawahan, terkecuali jika dilarang secara tegas.

Teori kewenangan menjelaskan bentuk dan dasar hukum dalam pemberian
kewenangan penuntutan kepada jaksa pada kejaksaan, jaksa pada KPK dan oditur
pada Oditur Militer dalam teori ini juga mejelaskan bahwasanya dengan ada atau
tidaknya kewenangan penuntutan para penegak hukum merupakan suatu yang ideal

dalam memberikan kewenangan dengan sesuai peraturan perundang-undangan.?®

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif atau doktiner
sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena data yang akan diambil
bersifat skunder yang ada diperpustakan. Penelitian normatif akan mencangkup
kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, keselarasan hukum, sejarah

hukum, dan perbandingan hukum,

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi tentang kondisi atau
fenomena hukum, baik dalam aspek hukum positif maupun empiris tetapi juga
bertujuan untuk merumuskan aturan yang ideal (das sollen) serta memberikan
solusi terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan peran oditur sebagai

penuntut umum dalam menyelesaikan perkara desersi yang dilakukan prajurit TNI.

% bid.
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2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)
Pendekatan perundang-undangan adalah Pendekatan yang dilakukan
dengan cara menganalisa dan menelaah isi dari peraturan-peraturan yang
memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan diteliti;

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan konseptual adalah penelitian pada doktrin-doktrin hukum
yang sudah ada dan sudah berkembang didalam ilmu hukum. Doktrin ini
akan memberikan penjelasan terhadap isi dari undang-undang, asas-asas
hukum, pengertian hukum, konsep hukum yang relevan dengan
permasalahan didalam penelitian;

c. Pendekatan Analisis (4nalitycal Approach)
Pendekatan analisis adalah pendekatan yang dilakukan dengan analisis
terhadap bahan-bahan hukum untuk tujuan mengetahui makna dari istilah
yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan secara
konsepsional, pendekatan analisis juga untuk mengetahui bagaimana
penerapan dalam praktik dan putusan hakim. Pendekatan ini digunakan
untuk memeperkuat dasar argumentasi hukum dalam menjawab

permasalahan dalam penelitian.?®

%6 Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, ( Depok : Prenamedia,
2018) Hlm 16
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3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu:?’

a. Bahan Hukum Primer

Hukum primer adalah hukum yang bersifat mengikat, berasal dari

peraturan perundang-undangan, yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1.

2.

Undang-Undang Hukum Pidana Militer Nomor 39 Tahun 1947

Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

. Undang-Undang No.25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Militer
. Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional

. Bahan hukum sekunder yang akan memberi penjelasan tentang hukum

primer dengan buku, artikel, jurnal hukum, pendapat ahli hukum,

doktrin,hasil penelitian dan lain sebagainya;

b. Bahan hukum tersier bahan yang akan memberi kejelasan dari hukum

primer dan sekunder dengan melalui kamus besar hukum indonesia,

ensiklopedia hukum, makalah dan majalah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

1. Studi kepustakaan

Dalam studi perpustakaan ini akan mempelajari, menelaah dan mengutip

peraturan undang-undang, norma, doktrin, asas-asas, buku dan hasil dari

27 Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022)



20

penelitian sebelumnya yang akan berguna dan yang berakitan dengan
mengenai masalah yang akan diteliti.?

2. Studi Lapangan
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) untuk
mendapatkan informasi yang akan diperlukan dalam mengumpulkan data
dengan cara melakukan metode wawancara yang akan digunakan sebagai
teknik pengumpulan data untuk endapatkan informasi yang tidak dapat

diperoleh melalui pengamatan secara langsung.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam Analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang digunakan dengan cara
mengumpulkan dan menyajikan uraian secara deskriptif terhadap bahan-badan
hukum yang bersangkutan dengan penelitian yang akan disusun secara sistematis
bahan-bahan hukum yang digunakan akan disusun sebagaimana mestinya agar
penulisan dapat tersusun dengan baik dan permasalahan yang dibahas mudah

dipahami dan dimengrti.

6. Penarikan Kesimpulan
Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif dan
induktif yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan yang dilakukan cara

menarik pengathuan yang bersifat umum ke khusus dan khusus ke umum seuai

8 Fira Husaini, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Yogyakarta : Anak Hebat
Indonesia, 2020)
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dengan pokok permasalahan yang dibahas menggunakan penalaaran dan cara

berfikir yang rasional.?®

2 Ibid.
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